




A. Latar Belakang Masalah 
Menurut kodrat alam, manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup 
bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorangpun 
yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainya, kecuali dalam keadaan terpaksa 
dan itupun hanyalah sementara.
1
 Manusia yang pada kodratnya terlahir sebagai mahkluk sosial 
tidak dapat terlepas dari manusia lainnya, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia 
membutuhkan orang lain.
2
 Perkembangan zaman dewasa ini membuat masyarakat menginginkan 
segala sesuatu secara praktis, dalam arti globalisasi telah mempengaruhi gaya hidup dan 
kepribadian masyarakat yang mengarah pada prilaku serba cepat. Berbagai bidang telah 
mengalami perubahan sebagai akibat dari meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Masyarakat perlu memenuhi kebutuhannya, namun tidak serta merta dapat melakukan 
segala hal untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain dan alat-alat yang 
dibutuhkan, terlebih di zaman modern ini alat elektronik sangat dibutuhkan sekali oleh 
masyarakat sekarang. Peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik sebagai akibat dari peningkatan 
kualitas kesejahteraan masyarakat di iringi juga oleh perkembangan industri di Indonesia. Di 
Indonesia PT. Perusahaan Listrik Negara/ PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang 
ditunjuk sebagai penyedia tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia. 
Sesuai dengan tujuan PLN itu sendiri bahwa PLN mempunyai maksud dan tujuan untuk 
menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan 
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mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di 




Tidak dapat disangkal bahwa kebutuhan masyarakat terhadap kelistrikan semakin 
meningkat di zaman serba elektronik ini, tidak hanya di perkantoran atau kawasan industri, 
namun barang elektronik seperti komputer, laptop kini sudah ada di hampir setiap rumah, 
terlebih di kota-kota besar. Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam 
melakukan pekerjaannya, tentu saja ini mempengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap 
listrik. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1965 tentang 
Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan Pendirian Perusahaan 
Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) Pasal 7 ayat (1) mrnyebutkan:  
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“Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) berusaha dalam lapangan penyediaan tenaga listrik 
dalam arti seluas-luasnya, terutama dengan tujuan mempertinggi derajat hidup 
masyarakat umum. 
Pasal 8 ayat (1) menyebutkan: 
“Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) antara lain mengatur dan menyelenggarakan: 
a. pengusahaan (eksploitasi) dan pengembangan perusahaan tenaga listrik; 
b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik; 
c. perencanaan dan pembangunan, yang bersifat suplementer/komplementer serta 
pemugaran di bidang tenaga listrik; 
d. pengusahaan industri alat-alat listrik; 
e. pengusahaan jasa-jasa (consulting/contraktor) di bidang kelistrikan.” 
Untuk menjaga haknya, PLN membuat perjanjian klausul baku yang bertujuan untuk 
melindungi hak nya sebagai penyedia tenaga listrik dan menghindari kemungkinan terjadinya 
kerugian dalam melakukan usahanya tersebut. 
Perjanjian itu sendiri telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata (KUHPer) dan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen pemerintah telah 
membentuk Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 
selanjutnya disebut UUPK. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku terdapat dalam Pasal 
18 ayat (1) huruf c UUPK yang berbunyi :
4
 
 “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 
dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 
perjanjian apabila menyatakan bahwa menyatkan tunduknya konsumen kepada peraturan 
yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara 
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.” 
 
Sesuai penjelasan di atas, apabila konsumen membeli tenaga listrik dari PLN terdapat 
syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh konsumen. Syarat dan ketentuan tersebut 
merupakan klausula baku yang dibuat dan dicantumkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai 
pihak yang membuat klausula baku tersebut memperkirakan apabila terjadi suatu masalah, maka 
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dalam klausula baku tersebut pihak pelaku usaha telah mempersiapkan syarat-syarat khusus 
untuk menghindarkan diri mereka dari beban tanggung jawab, atau tuntutan/gugatan dari pihak 
lawannya.
5
 Klausula baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam hal ini terlihat suatu 
kondisi yang timpang dimana pihak pelaku usaha adalah pihak yang lebih diuntungkan dari 
klausula baku tersebut dibandingkan pihak konsumen.
6
 Pada dasarnya klausula baku tidaklah 
selalu merugikan konsumen. Klausula baku juga terkadang mengandung ketentuan yang saling 
menguntungkan para pihak. Sebagai contoh adalah klausula baku yang bertujuan untuk 
ketertiban dan kenyamanan konsumen. Namun dalam prakteknya, pada kebanyakan kasus 




Di indonesia, klausula baku diatur dalam UUPK, khususnya pada Pasal 18. Pasal 18 
mengatur isi klausula baku yang dilarang, penempatan klausula baku yang dilarang, dan akibat 
hukum bagi perjanjian yang ada di dalamnya tercantum klausula baku yang dilarang. Adapun 
tujuan dari diaturnya klausula baku dalam UUPK adalah untuk melindungi konsumen dari akibat 
negatif yang dapat merugikan konsumen yang diakibatkan oleh penerapan klausula baku 
tersebut.  
Klausula baku yang dilarang yang sering ditemui adalah klausula baku  yang menyatakan 
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini juga berarti bahwa pihak pelaku usaha 
berupaya untuk menghindari tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian. Pasal 7 huruf f 
UUPK dinyatakan bahwa:  
“Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atau kerugian akibat 
pengguanaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” 
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Sementara itu dalam Pasal 4 huruf h UUPK dinyatakan bahwa:  
“Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti ruugi dan/atau penggantian, 
apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya.” 
Ahmad Miru mengatakan bahwa,
8
 praktek pembuatan klausula baku yang sekarang 
bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf g tersebut tentu saja dimaksudkan untuk melarang 
praktek pembuatan klausula baku semacam itu. Hanya saja, jika tidak ada kemungkinan 
pengecualian larangan tersebut dapat dipastikan bahwa penjual jasa tertentu. Tidak semua 
klausula baku merugikan konsumen. Dibuatnya klausula baku dalam perjanjian yang 
dimaksudkan untuk menghemat waktu dan biaya dalam melakukan perjanjian. Namun tidak 
jarang klausula baku dapat merugikan konsumen, antara lain disebabkan oleh pengalihan 
tanggung jawab oleh pelaku usaha 
Untuk berlangganan tenaga listrik kepada PLN, konsumen terlebih dahulu harus 
menyetujui perjanjian klausula baku, sebagaimana dalam perjanjian antara PLN Majalengka 
dengan konsumen poin 3 (tiga) mencantumkan sebagai berikut : 
 “Harga jual tenaga listrik prabayar sesuai Tarif Tenaga Listrik yang berlaku. Apabila 
terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka Para Pihak sepakat akan menyesuaikan 
harga jual dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang baru.” 
PLN tidak mentolelir pengembalian uang yang telah menjadi miliknya dengan berlindung 
pada klausula tersebut diatas. Apabila terjadi perubahan tarif, konsumen harus mengikuti tarif 
yang baru. Kenaikan tarif dasar listrik memang mempunyai basis rasionalitas yang cukup absah. 
Sejak 2003, tarif dasar listrik belum pernah mengalami kenaikan berarti. Hanya pada 2010 
kenaikan sempat diberlakukan sebesar 24%, itu pun hanya untuk golongan konsumen 1.300 VA 
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ke atas. Akibatnya, makin tinggi kesenjangan antara biaya pokok penyediaan energi listrik dan 
tarif yang dibayar konsumen. Menurut Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, biaya pokok 
penyediaan energi listrik kini mencapai Rp 1.210 per kWh. Tapi faktanya konsumen listrik 
hanya membayar kurang dari separuhnya. Untuk menambal tingginya kesenjangan yang 
dimaksud, pemerintah mesti menggelontorkan subsidi yang per tahun terus melambung.
9
 
Melambungnya angka subsidi bukan hanya karena makin tingginya kesenjangan biaya 
pokok penyediaan energi listrik, tapi dipicu oleh faktor lainnya. Misalnya, pasokan gas di 
pembangkitan yang menurun, mundurnya pengoperasian pembangkit batu bara, plus tingginya 
penggunaan mesin pembangkit diesel. Saat ini sebaran penggunaan energi primer di pembangkit 
PT PLN meliputi batu bara 43%, bahan bakar minyak 23%, dan gas 22%. Faktor teknis empiris 
itulah yang menjadikan wacana kenaikan tarif dasar listrik cukup absah (pantas).
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Kendati demikian, kepantasan itu tidak berarti dibiarkan melenggang tanpa catatan kritis. 
Terdapat ironi antara struktur tarif yang diberlakukan untuk sektor rumah tangga dan sektor 
industri-bisnis. Saat ini persentase struktur tarif untuk industri-bisnis jauh lebih tinggi dibanding 
tarif untuk sektor rumah tangga. Kebijakan semacam ini, selain melanggar pakem kebijakan 
energi makro, bahkan kontraproduktif. Listrik untuk kegiatan produktif (industri-bisnis) idealnya 
struktur tarifnya lebih rendah, murah. Adapun listrik untuk kegiatan konsumtif (konsumen rumah 
tangga) struktur tarifnya lebih mahal. Bahkan, jika perlu diberi “disinsentif” untuk mendorong 
perilaku hemat energi listrik. Lagi pula kebijakan tarif mahal untuk sektor industri-bisnis pada 
akhirnya akan ditimpakan kepada konsumen, berupa kenaikan harga produk barang, khususnya 
kebutuhan bahan pangan. Akibatnya, beban pengeluaran konsumen rumah tangga meningkat. 
Dan niat pemerintah membantu masyarakat (bawah) malah tidak tercapai. 
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Beberapa hal lain yang masih mewarnai masalah kelistrikan yang dialami 
masyarakat konsumen, antara lain:
11
 
1. Kesalahan pencatatan tagihan rekening listrik 
2. Antrian panjang dalam membayar rekening 
3. Sikap petugas dalam melayani 
4. Biaya penyambungan baru 
5. Voltase listrik naik-turun (berakibat rusaknya alat-alat elekt ronik rumah 
tangga) 
6. Harga listrik yang naik-turun. 
7. Pembongkaran KWh meter/Alat Pembatas dan Pengukur (dengan alasan 
menunggak rekening beberapa bulan, padahal baru beberapa hari menyala 
segel tera tidak ada) 
8. Melaporkan kaca KWh meter pecah, malah dikenakan denda hampir Rp. 5 
juta, padahal alat-alat lainnya dalam keadaan baik sesuai kesaksian kedua 
belah pihak dan berita acara 
9. Pembayaran rekening dikaitkan dengan pembayaran pungutan/retribusi 
10. Pemadaman listrik yang sering dilakukan secara sepihak oleh PLN 
Masyarakat kurang begitu mengetahui bahwa klausula tersebut tidak boleh dicantumkan 
oleh pelaku usaha, meskipun masyarakat selaku konsumen merasa dirugikan oleh klausula 
seperti itu, sehingga masyarakat harus membayar sesuai tarif yang baru meskipun terkadang 
terjadi pemadaman dari pihak PLN, dan pihak PLN tidak memberi alasan yang jelas mengapa 
dilakukan pemadaman. Hal tersebut memicu konsumen untuk memberikan pengaduan kepada 
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pihak PLN itu sendri, dan apabila di rata-rata kan terhitung pengaduan yang di terima oleh PLN 
secara lisan sebanyak 40 (empat puluh) pengaduan dari konsumen dalam satu bulan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 
“Tinjauan Terhadap Perjanjian Klausula Baku PLN Majalengka Dikaitkan Dengan Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian klausula baku PLN Majalengka? 
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pencantuman 
klausula baku pada PLN Majalengka terhadap Kenaikan Tarif Tenaga Listrik? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai 
berikut :  
1. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian klausula baku PLN Majalengka ditinjau 
dari UUPK. 
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap 
pencantuman klausula baku pada PN Majalengka Terkait Kenaikan Tarif. 
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran mengenai klausul 
baku menurut UUPK. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah 
bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata. 
  
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi baik bagi mahasiswa, dosen, 
maupun masyarakat umum yang tertarik terhadap pengkajian mengenai klausul baku 
menurut UUPK. 
 
2. Kegunaan Praktis 
a. Semoga dapat menjadi bahan informasi baik itu untuk konsumen. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam evaluasi kerja PLN sehingga 
dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen. 
E. Kerangka Pemikiran 
Istilah pelaku usaha merupakan pengertian yuridis dari istilah produsen.
12
 Pengertian 
pelaku usaha juga telah dirumruskan secara khusus dalam UUPK yaitu: 
”Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai 
usaha berbagai bidang ekonomi.”13 
Ketetapan MPR tahun 1993 terdapat arahan mengenai perlindungan konsumen yaitu 
melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Berdasarkan arahan tersebut maka terdapat 2 
(dua) hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelompok masyarakat produsen dan 
masyarakat konsumen, dimana kepentingan masing masing kelompok perlu untuk dilindungi.
14
 
PT. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik untuk 
disalurkan kepada masyarakat Indonesia. PLN memiliki misi untuk menjadikan tenaga listrik 
sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dan diakui sebagai 
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Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu 
pada potensi insani. 
Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian konsumen adalah sebagai 
berikut
15
 : ”Konsumen adalah pemakai, (barang-barang hasil industri, bahan makanan dan 
sebagainya), lawan dari Produsen”. 
Sebelum berlakunya UUPK, istilah konsumen tidak dikenal. KUHPerdata dikenal adanya 
istilah Pembeli, Penyewa, dan si berhutang (debitur)
16
. 
UUPK memberikan pengertian mengenai konsumen, sebagaimana yang termuat dalam 
Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa: 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.”17 
Berdasarkan pengertian di atas maka bahwa dapat disimpulkan dari pernyataan diatas 
adalah konsumen adalah pihak pembeli, memakai, menikmati barang dan/ jasa dengan tujuan 
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan Rumah tangganya sendiri. 
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 
perlindungan hukum yang diberikan oleh konsumen dalam usahanya untuk memenuhi 
kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri
18
. 
Konsumen selaku pelanggan dari PLN berhak untuk mendapatkan tenaga listrik yang 
sudah di beli dari PLN dan pelaku usaha yakni PLN berkewajiban untuk dapat melayani 
konsumen dengan baik dan berhak atas pembelian tenaga listrik dari pelaku usaha. 
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Pada prakteknya terdapat beberapa klausula baku yang ditentukan oleh pihak baik pihak 
PLN sebagai syarat dan ketentuan yang dalam isinya konumen harus mengikuti segala peraturan 
yang baru tentang kenaikan tarif, serta konsumen tidak dapat mengambil kembali uang yang 
sudah dibayarkan. 
Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian sebagai klausula baku yang sudah tertera di 
blanko perjanjian antara PLN dengan konsumen, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. 
Konsep perjanjian inilah yang disebut dengan standar kontrak (perjanjian standar, perjanjian 
baku). Istilah ini menunjukan pada syarat-syarat perjanjian yang sudah dibakukan sebelumnya
19
. 
Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan 
dalam perjanjian atau dokumen yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Setiap 
perjanjian baku atau perjanjian standar (standard contrak) merupakan suatu ketentuan yang 
menjadi tolak ukur yang memuat hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu transaksi baik 
barang atau jasa yang dibuat secara tertulis yang harus dipatuhi
20
. 
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih
21
. 
Syarat sah perjanjian adalah :
22
 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
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3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu hal yang halal 
Berkaitan dengan hal tersebut diatas berarti pelaku usaha tidak mentaati 2 asas-asas 
dalam Pasal 2 UUPK
23
, yakni: 
1. Asas keadilan, yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
2. Asas keseimbangan, dimaksukan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. 
Hukum perlindungan mengatur tentang pemberian perlindungan kepada masyarakat 
dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen dalam penggunaan barang dan atau 
jasa.
24
 Hukum perlindungan konsumen mencakup keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 
hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dalam hubungannya dengan 
penggunaan barang dan atau jasa termasuk pula melindungi kepentingan para pelaku usaha.
25
 
Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan: 
a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan 
akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum; 
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku 
usaha; 
c. Meningkatkan kuallitas barang dan pelayanan jasa; 
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d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan 
menyesatkan; 
e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 
konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.
26
 
Perikatan menurut ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara 
dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, diamana pihak yang satu berhak atas prestasi dan 
pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi itu 
Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen berdasarkan Pasal 29 UUPK, di dasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehadiran negara adalah untuk mensejahterakan rakyat
27
. 
Adanya tanggung jawab pemerintah dalam hal ini pembinaan penyelenggaraan perlindungan 
konsumen tidak lain untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya.
28
 
Tujuan Hukum dalam UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi 
dan keadilan sosial. 
Keadilan menurut Aristoteles.
29
 Yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan 
yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah 
memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pada 
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27 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas hokum Perdata, Bandung, Alumni, 1992, hal 203 
28Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, cet 1. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,  2004, 
hlm 180 
29Habibullah Al Faruq, Teori Keadilan Menurut Aristoteles, Melalui: <http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-
keadilan-menurut-aristoteles.html>. Di akses pada tanggal 20 Juli 2016 
  
teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong 
dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut. 
1. Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat 
jasa-jasa yang telah diberikan. 
2. Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-
jasa yang telah diberikan. 
3. Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang 
lain kepada kita sendiri. 
4. Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah 
menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. 
5. Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik 
seseorang yang telah tercemar. 
F. Metode Penelitian 
Penelitian  merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang 
dilakukan secara metodologis, sistematis, dan pemikiran tertentu dengan jalan 
mengalisisnya30. 
1. Spesifikasi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskiptif analisis, yaitu mengambil masalah 
atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat 
penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk 
diambil kesimpulannya.31 Masalah yang diteliti adalah masalah klausula baku PLN 
                                                             
30 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, universitas Indonesia Press, 1984 hlm 43. 
31Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta, 
Bandung,.2009. hlm. 32 
  
Majalengka yang bertentangan dengan UUPK, kemudian akan diolah dan akan ditarik 
kesimpulannya. 
2. Metode Pendekatan 
Pendekatannya adalah yuridis normatif, karena hendak menemukan 
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 
isu 
hukum yang dihadapi.32 Masalah klausula baku ini menggunakan UUPK sebagai 
bahan pendekatan untuk penelitian ini. 
3. Sumber Dan Jenis Data  
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa 
peraturan perundang-undangan, terdiri atas : 
1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1965 Tentang 
Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara dan 
Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara 
(P.G.N.) 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer, dan membantu menjelaskan bahan hukum primer yang 
terdiri atas buku-buku dan literatur terkait masalah pada penelitian ini. 
                                                             
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm 35 
  
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, 
antara lain kamus, ensiklopedia, situs internet, dan lain-lain. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengmpulan data yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah dengan 
melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu seagai berikut: 
a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan 
dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
surat kabar, majalah-majalah, catatan perkuliahan maupun data-data atau 
kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan 
dengan mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi 
ataupun wawancara kepada pihak PLN Majalengka yang beralamat di Jl. K.H. 
Abdul Halim No. 145, Majalengka. 
5. Teknik Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskiptif 
kualitatif, yaitu data-data tersebut dianalisis secara komprehensip dan tidak menggunakan 
rumus-rumus maupun angka-angka33. 
6. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu: 
a. Instansi: 
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1) PLN Majalengka yang beralamat di Jl. K.H. Abdul Halim No. 145, Majalengka. 
2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang beralamat di Jl. Matraman No.17 
Turangga, Lengkong, Bandung 
b. Perpustakaan: 
1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
2) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Kawaluyaan Indah 
II No. 4 Kota Bandung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
